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Abstract 

The many years of conflict that occurred in Papua and Aceh in the 
past, must be seen epistemologically every incident that occurred in the 
area. There is a common thread in every conflict that occurs there, 
whether involving separatist movements or purely because of the dis-
satisfaction of the Papuan people due to legal products in the form of 
government policies and decisions issued for the area. It is not without 
reason that someone acts as a separatist against the state, as well as 
before the territory is declared out of the country, then legally all the 
people in the area still have rights that must be protected by the state. 
This means that before Papua leaves the territory of the Unitary State 
of the Republic of Indonesia, Papuans and separatists who live there 
are still Indonesian citizens and have the right to have their rights 
protected for Indonesia. The problems that will be investigated in this 
research are the Criminal Law Policy Against the Actors of the Armed 
Separatist Criminal Group and how is the criminal responsibility for 
the perpetrators of the Armed Separatist Criminal Group in Indonesia 
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Abstraks 
Konflik bertahun-tahun yang terjadi di Papua dan Aceh di masa lalau, 
harus dilihat secara epistimologis setiap kejadian yang terajadi di dae-
rah tersebut. Ada benang merah disetiap konflik yang terjadi di sana, 
baik yang melibatkan gerakan separatisme ataupun murni karena 
ketidakpuasaan masyarakat Papua akibat produk-produk hukum beru-
pa kebijakan dan keputusan Pemerintah yang dikeuluarkan untuk 
daerah tersebut. Bukan tanpa alasan seseorang berbuat separatis ter-
hadap negara, begitu juga sebelum wilayah itu dinyatakan keluar dari 
negara tersebut, maka secara hukum seluruh masyarakat di daerah 
tersebut juga masih mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh 
negara tersebut. Berarti sebelum Papua keluar dari wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, maka warga Papua dan separatisme 
yang berada di sana, masih menjadi Warga Negara Indonesia dan ber-
hak untuk dilindungi hak-haknya untuk Indonesia. Permasalahan 
yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Kebijakan hukum Pi-
dana Terhadap Pelaku Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata dan 
bagaimana pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelompok 
Kriminal Separatis Bersenjata yang ada di Indonesia.  
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1. Pendahuluan  

Sebagai negara yang majemuk, Indo-
nesia memiliki sejarah konflik-konflik inter-
nal di berbagai daerah. Secara umum, kon-
flik-konflik tersebut dapat diselesaikan me-
lalui perundingan-perundingan sesuai de-
ngan ketentuan perundang-undangan.  Ke-
lompok Separatis memiliki tujuan memi-
sahkan diri untuk menjadi negara merdeka 
lepas dari negara induknya, antara lain ada-
lah untuk menggulingkan pemerintahan 
yang sah dan menggantikan dengan peme-
rintah yang baru sesuai dengan keinginan 
kelompok tersebut. Tujuan lain dari tinda-
kan separatisme (atau disebut juga sebagai 
makar) adalah adanya keinginan untuk ber-
gabung dengan negara lain dan berharap 
mendapatkan otonomi yang lebih luas 
(Thomas & Falola, 2020; Ubayanto et al., 
2020;  Permono, 2019; dan  Anwar, 2004) 

Beberapa gerakan separatisme pernah 
terjadi Indonesia. Gerakan separatis tersebut 
antara lain yang terjadi di daerah aceh (ke-
lompok tersebut menamakan diri dengan 
Gerakan Aceh Merdeka atau (GAM) dan 
yang terjadi di derah Papua Barat, kelompok 
separatis tersebut menamakan diri dengan 
Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dua ge-
rakan separatisme tersebut termasuk keda-
lam gerakan separatisme kuadran pertama. 
Bukan hanya pemerintah Indonesia yang 
tidak mendukung kemungkinan lepasnya 
mereka, tetapi kalangan Internasional masih 
lebih mendukung jika daerah-daerah itu 
tetap berintegrasi dengan Indonesia. Nega-
ra-negara lain tetap mengakui Aceh dan Pa-
pua Barat sebagai bagian dari Indonesia te-
tapi dengan syarat bahwa warga propinsi 
tersebut tidak diperlakukan dengan semena-
mena oleh aparat Indonesia. 

Pemberontakan terhadap pemerintah 
Indonesia yang dilakukan oleh OPM dilatar 
belakangi kecemburuan sosial terhadap si-
kap pemerintah yang lebih memperhatikan 
pembahasan masalah-masalah di Timor Les-
te. Kaum intelektual di Papua merasa bahwa 

Pemerintah telah bersikap acuh terhadap 
ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua. 
Eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam 
secara besar-besaran yang hasilnya tidak 
dinikmati oleh penduduk di wilayah terse-
but. Kecemburuan sosial lahir dari sikap-
skap pemerintah yang dirasakan oleh rakyat 
Papua terakumulasi sehinga memicu pem-
berontakan yang dilakukan oleh OPM. Sikap 
OPM yang pada saat itu seringkali me-
nyuarakan ketidakadilan menjadi sebuah 
simpati dikalangan masyarakat Papua. Ke-
merdekaan Timor-timur juga menjadi salah 
satu pemicu semangat OPM untuk mem-
isahkan diri dari NKRI. 

Perlawanan yang dilakukan oleh ge-
rakan OPM terhadap pemerintah Indonesia  
mengacu pada modernisasi sektor ekonomi 
yang dilakukan oleh pemerintahan orde  ba-
ru. Dijualnya aset-aset Papua berupa ladang 
tembaga dimana saat Penentuan Pendapat 
Rakyat (pepera) berlangsung diketahui bah-
wasanya  ladang tembaga tersebut tercam-
pur kandungan emas sebesar 2,5% yang di-
jual oleh pemerintahan orde baru kepada 
perusahaan Freeport yang diberi nama Free-
port  Indonesia inc. Dimasa jabatan  Presiden 
K. H. Abdurahman Wahid mengesahkan UU 
No. 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khu-
sus (Otsus) untuk Propinsi Papua yang  di-
tujukan untuk meningkatkan layanan-laya-
nan umum, mempercepat proses  pemba-
ngunan dan pendayagunaan keseluruhan 
penduduk Propinsi Papua, khususnya ma-
syarakat asli Papua (Mulia et al., 2020; 
Achmady, 2020; Imam et al., 2019; Tryat-
moko, 2016; Muttaqin, 2013; dan  Malak, 
2012) 

Setelah diberikannya otonomi khusus 
oleh pemerintahan saat itu tidak menjamin 
pemberontakan yang dilakukan oleh OPM, 
alasan karena sejarah masa lalu yang cukup 
kelam serta eksploitasi sumber daya alam 
yang dilakukan oleh Freeport Indonesia inc, 
dan tetap diterjukannya pasukan militer un-
tuk menjaga wilayah Papua, semakin men-
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desak gerakan OPM untuk tetap melakukan 
pemberontakan. Pengibaran bendera bin-
tang kejora tetap dilakukan untuk mempe-
ringati pendirian organisasi tersebut, serta 
kemerdekaan Papua Barat. Senin 1 Juli 2013 
bendera itu berkibar di Kampung Wandigo-
bak Distrik Mulia atau 3 km di dekat Markas 
Polres Puncak Jaya.  

Propaganda yang dilakukan oleh ge-
rakan separatis OPM semakin menguat, 
ajakan untuk melancarkan cita-cita kemer-
dekaan bagi papua barat terus didengung-
kan melalui internet maupun media sosial 
lainnya. Tindakan ini dilancarkan berda-sar-
kan ketidakpuasan suatu individu atau go-
longan terhadap kebijakan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah. Para pemberontak me-
lancarkan gerakannya bertujuan  untuk me-
lakukan pembaharuan kebijakan pemerin-
tah yang dianggap tidak relevan dan meng-
ganti dengan kebijakan baru untuk menga-
tur sistem kenegaraan sendiri (Kaisupy & 
Maing, 2021).  

Pencegahan dan Penanggulangan ma-
salah tindakan yang dilakukan oleh kelom-
pok criminal separatis Bersenjata Papua te-
lah dilakukan oleh pemerintah (Sianturi & 
Hanita, 2020 dan Anakotta, 2021). Tindakan 
yang dilakukan dalam rangka menciptakan 
rasa aman dan keteriban dalam kehidupan 
bermasyarakat (Melani et al., 2020 dan  
Permana et al., 2016). Perbuatan kriminal 
ataupun makar merupakan tindakan yang 
harus ditindak sesuai dengan peraturan 
negara yang berlaku (Mulia et al., 2020; 
Situmorang et al., 2019; Alam, 2018; dan 
Suwarsono, 2017). Penelitian ini mengkaji  
tentang Kebijakan hukum Pidana Terhadap 
Pelaku Kelompok Kriminal Separatis Ber-
senjata dan Pertanggungjawaban Pidana 
Terhadap Pelaku Kelompok Kriminal Sepa-
ratis Bersenjata. 

2. Metode 

Kajian ini menggunakan metode pene-
litian hukum yuridis normatif yaitu meng-
kaji Peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan separatisme dalam pre-
spektif hukum pidana dan penelitian ini 
menggunakan pendekatan kasus, yaitu 
mengambil beberapa kasus yang terjadi di 
Papua yang berkaitan dengan separatisme 
(Sunggono, 2003).  

3. Hasil dan Pembahasan 

Separatisme Sebagai Bagian dari Tindak 
Pidana Makar. 

Dalam isitilah politik tindakan makar 
terhadap wilayah negara dikenal dengan is-
tilah separatisme yaitu usaha untuk mem-
isahkan diri dari suatu negara atau negara 
bagian.  Berdasarkan KUHP Indonesia peri-
stilahan makar secara autentik dapat dite-
mui dalam Pasal 87. Makar merupakan sua-
tu wujud tingkah laku tertentu yang telah 
memenuhi unsur pertama dan kedua dari 
Pasal 53 (1), yang artinya untuk mempida-
nakan pelaku/pembuat (dader) yang telah 
melakukan suatu perbuatan yang masuk da-
lam kualifikasi kejahatan makar. Terpe-
nuhinya syarat tersebut karena adanya per-
mulaan pelaksanaan beserta maksud terten-
tu yang terlarang oleh Undang-Undang, tan-
pa harus dipenuhinya syarat tidak selesai-
nya pelaksanan perbuatan bukan semata-
mata disebabkan karena kehendaknya sen-
diri (Chazawi, 2002). 

Makar berasal dari kata aanslag (Bel-
anda), yang menurut arti harfiah adalah 
penyerangan atau serangan. Istilah aanslag 
terdapat dalam KUHP yakni Pasal 87, 104, 
105, 106, 107, 130, 139a, 139b, 140. Makar 
yang dimuat dalam Pasal 139a, 139b, Rumu-
san perihal suatu keadaan bilamana makar 
itu telah terjadi atau dengan kata lain me-
nyebutkan syarat untuk terjadinya suatu 
makar atas suatu perbuatan tertentu, yaitu 
dalam Pasal 87 yang rumusan aslinya yakni 
aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voornemen 
des daders zich door een begin van uitvoering, in-
den zin van art. heeft geopenbaard, yang artinya 
dikatakan ada makar untuk melakukan sua-
tu perbuatan, apabila niat untuk itu telah 
menjadi permulaan pelaksanaan seperti 
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yang dimaksudkan dalam pasal tersebut 
(Wiratraman, 2021; Aripkah et al., 2020; dan 
Panjaitan et al., 2016) 

Aturan terkait dengan tindak pidana 
makar di Indonesia terkiat dengan untuk 
membunuh dan/atau merampas kemer-
dekaan Presiden dan Wakil Presiden diatur 
dalam Pasal 104 KUHP yang berbunyi 
“Makar (aanslag) yang dilakukan dengan 
niat hendak membunuh Presiden dan wakil 
Presiden atau dengan maksud hendak me-
rampas kemerdekaannya atau hendak men-
jadikan mereka itu tidak cakap memerintah, 
dihukum mati atau penjara seumur hidup 
atau penjara sementara selama-lamanya dua 
puluh tahun”. Pasal 104 mengancam huku-
man kepada orang yang melakukan aanslag 
(makar atau penyerangan) dengan niat hen-
dak: membunuh, merampas kemerdekaann-
ya dan menjadikan Presiden dan Wakil Pres-
iden tidak cakap memerintah. 

Perbuatan itu ditujukan kepada Presi-
den dan wakil Presiden jadi objeknya harus 
kepala Negara, penjahat harus tahu dan ber-
sengaja, bahwa perbuatannya itu ditujukan 
kepada kepala Negara. Peristiwa pidana 
dalam Pasal ini tidak ada, apabila penjahat 
melakukan penyerangan kepada orang yang 
tidak diketahuinya, bahwa itu adalah kepala 
Negara (Presiden atau wakil Presiden). 
Pengaturan hukum tentang tindak pidana 
makar di Indonesia yang berkaitan dengan 
menggulingkan pemerintahan dapat dite-
mukan dalam Pasal 107 KUHP yang ber-
bunyi: makar (aanslag) yang dilakukan de-
ngan niat menggulingkan pemerintahan 
(omwenteling), dihukum penjara selama-
lamanya lima belas tahun. Selanjutnya pem-
impin dan pengatur makar yang dimak-
sudkan ayat (1) dihukum penjara seumur 
hidup atau penjara sementara selama-
lamanya dua puluh tahun.  Unsur dari ke-
tentuan Pasal ini mecakup: pertama; subjek 
(normadressaat): barangsiapa dan kedua; ba-
gian inti delik (delictsbestanddelen) adalah 
makar dengan maksud menggulingkan Pe-

merintahan (Hamzah, 2016). 
Maksud khusus dari aanslag (pe-nye-

rangan) ini adalah menggulingkan (omwen-
teling) pemerintahan, merusak atau meng-
ganti dengan cara yang tidak sah su-sunan 
pemerintahan yang berdasarkan pada Un-
dang-Undang Dasar di Negara Republik In-
donesia. Mengganti susunan pemerintahan 
lebih tepat bila dikatakan mengubah (ve-
randeren) artinya tidak mengadakan susunan 
pokok pemerintahan yang lama akan tetapi 
hanya mengubah saja. Namun ketika cara 
meniadakan dan mengubah susunan peme-
rintahan dengan jalan yang sah maka per-
buatan itu tidak dilarang (Sudarto, 1981).  

Kesengajaan ialah semua bentuk sen-
gaja, termasuk sengaja bersyarat, atau dolus 
eventualis karena makar dan tindakan per-
mulaan telah dilakukan. Jadi, pelaksanaan 
niat sudah dimulai. Tindak pidana yang dia-
tur dalam Pasal 107 KUHP di atas, bahwa 
tindak pidana makar yang dilakukan de-
ngan maksud untuk merobohkan pemerin-
tahan, mempunyai unsur-unsur sebagai be-
rikut: pertama; unsur subjektif (met het oog-
merk) atau dengan maksud. Kedua; unsur 
objektif, yang mencakup: aanslag atau mak-
ar, ondernomen atau yang dilakukan dan 
omwenteling teweeg brengen atau merobohkan 
pemerintahan. Mengenai kata omwenteling 
dalam rumusan Pasal 107 KUHP di atas, 
dalam Pasal 88 KUHP pembentuk undang-
undang telah memberikan penjelasannya 
(Arif, 2008).  

Penjelasan dalam Pasal 88 KUHP ini 
tidak memberikan penjelasan secara khusus 
di dalam memori penjelasan, hingga kata 
bentuk pemerintahan itu harus diartikan se-
suai dengan arti yang sebenarnya, yakni se-
bagai bentuk pemerintahan, dengan bentuk 
pemerintahan di mana negara itu diperintah. 
Beberapa pendapat menyatakan bahwa da-
lam semua tindak pidana makar seperti 
yang dimaksudkan dalam Pasal 104, 106 dan 
107 KUHP. Percobaan (poging) untuk me-
lakukan semua tindak pidana tersebut dapat 
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dipidana dengan pidana yang sama berat-
nya dengan pidana yang dapat dijatuhkan 
bagi semua tindak pidana seperti yang dia-
tur dalam Pasal 104, 106, 107 KUHP yang 
ternyata telah selesai dilakukan (Arif, 2008). 

Perlu diketahui bahwa antara makar 
(aanslag) dengan percobaan (poging) untuk 
melakukan suatu kejahatan itu teradapat 
suatu perbedaan yang sifatnya prinsipal, 
yakni dalam hal adanya suatu vrijwillige te-
rugted atau suatu pembatalan niat untuk 
menyelesaikan suatu kejahatan yang telah 
dimulai secara sukarela oleh pelakunya. 
Adanya suatu pembatalan niat secara su-
karela seperti yang dimaksudkan di atas, 
akan membuat pelaku dari kejahatan-keja-
hatan pada umumnya kecuali makar men-
jadi tidak dapat dipidana, sedang adanya 
suatu pembatalan niat secara sukarela pada 
tindak pidana makar itu tidak membuat 
pelakunya menjadi tidak dapat dipidana 
(Sudarto, 1983). 

Makar adalah suatu pengertian khusus 
yang berhubungan erat dengan syarat-syarat 
(dua syarat saja) dari 3 (tiga) syarat yang ada 
dalam hal untuk dapat dipidananya suatu 
percobaan melakukan kejahatan (poeging tot 
misdrijf is strafbaar) sebagaimana dimuat da-
lam Pasal 53 KUHP ayat (1) merumuskan 
yakni “mencoba melakukan kejahatan dipi-
dana, jika niat untuk itu telah ternyata dari 
adanya permulaan pelaksana, dan tidak 
selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-
mata disebabkan karena kehendaknya sen-
diri”. Menurut Pasal 53 ayat (1) ada 3 syarat 
yang harus ada agar seseorang dapat dipi-
dana melakukan percobaan kejahatan, yaitu: 
adanya niat (voornemen), adanya permulaan 
pelaksanaan (begin van uitvoering) dan 
pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-
mata disebabkan karena kehendaknya.  

Jika dihubungkan dengan tindak pi-
dana yang diatur dalam Pasal 107 KUHP, 
kiranya aanslag hanya tepat diartikan se-
bagai aanval (serangan) atau sebagai misdadi-
ge aanranding (penyerangan dengan maksud 
tidak baik). Dalam Pasal 87 KUHP pemben-
tuk undang-undang hanya menjelaskan ten-

tang bilamana suatu aanslag dapat dipan-
dang sebagai telah terjadi dengan mengata-
kan bahwa makar untuk melakukan suatu 
kejahatan itu terjadi, segera setelah maksud 
dari pelaku menjadi nyata dalam suatu 
permulaan pelaksanaan, seperti yang di-
maksud dalam Pasal 53 KUHP. Perbuatan 
persiapan tidak masuk dalam pengertian 
makar. Yang masuk dalam pengertian ini 
hanyalah perbuatan pelaksanaan. Maka 
terkait dengan perbuatan persiapan dan 
perbuatan pelaksanaan dapat merujuk pada 
Pasal 53 KUHP (Hartati, 2010) 

Seperti yang diketahui, Pasal 53 KUHP 
mengatur masalah poging atau percobaan 
untuk melakukan suatu kejahatan, yang oleh 
pembentuk undang-undang telah dijadikan 
sebagai suatu tindakan yang terlarang dan 
diancam dengan pidana (Prabowo et al., 
2020). Pasal tersebut tidak memberikan de-
finisi apakah yang dimaksud dengan perco-
baan itu, tetapi yang diberikan adalah ke-
tentuan mengenai syarat-syarat supaya per-
cobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. 

Kesamaan antara percobaan melaku-
kan kejahatan-kejahatan berbeda dengan 
kejahatan makar itu sendiri. Tindakan makar 
diatur dalam Pasal 104 KUHP, terletak pada 
diisyaratakannya keharusan adanya suatu 
permualan pelaksanaan atau suatu begin van 
vitvoering untuk menyelesaikan kejahatan-
kejahatan yang bersangkutan, yakni agar pe-
lakunya menjadi dapat dipidana. Adapun 
perbedaan antara percobaan melakukan ke-
jahatan-kejahatan lain kecuali makar dengan 
tindak pidana makar itu sendiri terletak pa-
da unsur vrijwillige terugtred atau pada unsur 
pembatalan niat secara sukarela seperti yang 
telah diuraikan di atas. Adanya suatu vrijwil-
lige terugtred seperti itu pada percobaan 
melakukan kejahatan-kejahatan lain kecuali 
makar, membuat pelakunya menjadi tidak 
dapat dipidana, sedangkan adanya vrijwil-
lige terugtred pada tindak pidana makar itu 
tidak meniadakan pidana yang dapat di-
jatuhkan bagi pelakunya (Luqman, 1993). 

Mengenai perbedaan antara percobaan 
melakukan kejahatan-kejahatan lain kecuali 
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makar dengan tindak pidana makar itu sen-
diri, beberapa pendapat mengatakan bahwa 
perbedaan antara makar dengan percobaan 
seperti yang dirumuskan dalam Pasal 53 
ayat (1) KUHP terjadi setelah diberlaku-
kannya undang undang anti revolusi tang-
gal 18 Juli 1920, Staatsblad Tahun 1920 No. 
619, di mana pembatalan niat secara suka-
rela pada tindak pidana makar itu ke-
mudian telah membuat pelakunya menjadi 
dapat dipidana. Sebelum diberlakukannya 
undang-undang anti revolusi tersebut, ru-
musan Pasal 87 KUHP yang berbunyi “mak-
ar itu terjadi segera setelah orang mencoba 
melakukan kejatahan seperti yang dike-
hendakinya (Hadjon, 1987).  

Kebijakan Hukum Pidana Pada Kelompok 
Separatis. 

Melihat ketentuan-ketentuan dalam 
KUHP, maka dapat diketahui bahwa ruang 
Iingkup tindak pidana politik identik de-
ngan tindak pidana terhadap keamanan ne-
gara. Adapun pasal-pasal keamanan negara 
menurut KUHP adalah Pasal 104, mengenai 
makar dengan maksud membunuh atau 
merampas kemerdekaan atau meniadakan 
kemampuan Presiden atau Wakil Presiden 
memerintah (Moeljatno, 2009). Perkem-
bangan masyarakat di zaman modern yang 
begitu pesat akibat perkembangannya ilmu 
pengetahuan dan teknologi (iptek), perlu 
diikuti dengan kebijakan dibidang hukum 
sebagai sarana untuk menertibkan dan me-
lindungi masyarakat dalam mencapai kese-
jahteraannya. Semakin kompleks permasa-
lahan yang dihadapi masyarakat dan aparat 
penegak hukum dalam menanggulangi ke-
jahatan modern perlu diimbangi dengan 
pembenahan dan pembangunan sistem hu-
kum pidana secara menyeluruh yang meli-
puti pembangunan kultur, struktur, dan 
substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa ke-
bijakan hukum pidana (penal policy) men-
duduki posisi yang sangat strategis dalam 
pengembangan hukum pidana modern.  

Delik terhadap kemanan negara ham-

pir selalu dilatarbelakangi serta/atau de-
ngan tujuan-tujuan politik suatu Negara 
mempunyai pengertian serta batasan tersen-
diri tentang perbuatan-perbuatan yang dika-
tegorikan sebagai mempunyai latar belakang 
serta tujuan politik, Bahkan terdapat perbe-
daan penafsiran terhadap pengertian politik 
baik dikalangan sarjana, para hakim, mau-
pun penguasa suatu negara. Kemudian 
terkait dengan hal tersebut di atas, Inti dari 
perbuatan yang di larang dalam Bab-I (dari 
Buku II) KUHP tersebut adalah Makar (trea-
son; verraad), perbuatan mana yang dimak-
sud dikategorikan sebagai “usaha peng-
khianatan terhadap negara dan bangsa. Ke-
jahatan terhadap keamanan negara merupa-
kan kejahatan yang menyerang kepentingan 
hukum negara (Lukman, 2016). 

Berbeda dengan KUHP, RUU KUHP 
telah merumuskan apa yang dimaksud de-
ngan makar, yaitu penggulingan pemerinta-
han, berupa meniadakan atau mengubah 
susunan pemerintahan dengan cara yang 
tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan. Pasal tentang tindak 
pidana makar tersebut yang hendak dilin-
dungi dari tindak pidana adalah Presiden 
atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, pem-
buat tindak pidana harus mengetahui atau 
setidak-tidaknya mengetahui bahwa yang 
menjadi sasaran dalam melakukan tindak 
pidana ini adalah presiden atau wakil presi-
den. Selanjutnya yang dimaksud dengan 
“menjadikan tidak mampu menjalankan pe-
merintahan” adalah setiap perbuatan apa-
pun selain membunuh atau merampas ke-
merdekaan, sehingga presiden atau wakil 
presiden tidak dapat menjalankan tugas-
tugas konstitusionalnya (Widayati, 2016). 

Penjelasan mengenai makar dalam 
RUU KUHP masih dapat menimbulkan per-
bedaan penafsiran terutama untuk menen-
tukan apakah telah ada perbuatan permu-
laan. Dalam merumuskan tindak pidana ma-
kar dalam RUU KUHP seharusnya juga 
lebih memperhatikan pengertian yang pasti 
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(certainty) terhadap setiap tindak pidana. 
Tindak pidana makar, seharusnya hanya 
terkait dengan tindakan yang bersifat me-
nyerang dan adanya unsur kekerasan. 

Perbuatan permulaan pelaksanaannya 
harus ada unsur kekerasan (geweld) sebagai 
bagian mutlak (noodzakelijk bestanddeel) dari 
perbuatan makarnya. Perumusan tindak 
pidana termasuk tindak pidana makar ha-
ruslah didasarkan pada asas lex certa dan 
asas lex scripta. Dengan pengertian sebagi 
berikut lex scripta adalah bagaimana menu-
liskan atau merumuskan tindak pidana ter-
sebut dalam suatu norma. Sedangkan lex 
certa adalah kejelasan/ketepatan dari arti 
kata yang dirumuskan tersebut. Kedua asas 
tersebut dimaksudkan agar norma hukum 
pidana tidak bersifat multi purpose act, se-
hingga tidak ditafsirkan dengan berbagai 
pengertian. Pengaturan tindak pidana makar 
dapat dilihat dari politik hukum khususnya 
dalam pengambilan kebijakan yang digu-
nakan sebagai regulasi. Dengan kata lain 
politik hukum sedikit banyak mengikuti tata 
nilai yang berlaku secara efektif mengatur 
kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan 
kebijakan legislasi, tentunya tidak terlepas 
dari pandangan politik hukumnya. 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 
Pelaku Kelompok Kriminal Separatis Ber-
senjata (Studi Kasus Organisasi Papua 
Merdeka) di masa mendatang. 

Pertanggungjawaban pidana berkaitan 
erat dengan kesalahan. Dalam ilmu penge-
tahuan hukum pidana, seseorang dapat di-
pertanggungjawabkan dalam hukum pidana 
harus memenuhi syarat-syarat: melakukan 
perbuatan pidana, diatas umur tertentu 
mampu bertanggungjawab, ada bentuk ke-
salahan baik kesengajaan maupun kealpaan, 
dan tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 
2009).  

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku 
manusia alamiah/perorangan, apabila tin-
dak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku 
lebih dari satu orang, masalah mengenai 
penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 

KUHP. Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP 
ini banyak dijumpai beberapa perkataan 
seperti dader (pelaku), plegen (melakukan), 
doen plegen (menyuruh melakukan), medeple-

gen (turut melakukan) dan perkataan lain-
nya. Perkataan dader itu berasal dari pokok 
perkataan daad, yang di dalam bahasa Bel-
anda juga mempunyai arti yang sama de-
ngan perkataan het doen dan handelling, yang 
dalam bahasa Indonesia juga mempunyai 
arti sebagai hal melakukan atau sebagai tin-
dakan. 

Dalam penelitian ini penulis melaku-
kan studi putusan Nomor 38/Pid.B/ 
2011/PN.Wmn anggota  dimana putusan 
tersebut adalah peradilan dengan terdakwa 
anggota OPM di Kota Wamena. Putusan 
tersebut sebelumnya berisikan dakwaan ter-
hadap anggota OPM bernama Obeth Kosay, 
Toebaga Kilunga, wombi Tabuni, Wiki Mea-
ga, Ali Yikwa dan Meki Tabuni. Para ter-
dakwa telah melakukan perbuatan sebagai 
berikut: a) Adanya pembentukan Organisasi 
Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) yang 
bermarkas di Moragame yang di pimpin 
oleh Dani yang masih dalam pencarian oleh 
pihak yang berwajib. b) Organisasi TRPB 
menggunakan bendera bintang kejora se-
bagai bendera organisasi, c) Dani (pimpinan 
TRPB) melakukan perekrutan orang untuk 
masuk menjadi anggota TRPB. d) Para ter-
dakwa I Kosay, terdakwa II Kilungga, ter-
dakwa II Wombi, terdakwa IV Miki, ter-
dakwa V Yikwa dan terdakwa VI Meki ber-
gabung menjadi anggota TRPB. 

Dani (Pimpinan TRPB) memberikan 
tangungjawab kepada para terdakwa. Para 
terdakwa mengikuti apa yang dikatakan 
oleh Dani (Pimpinan TRPB) untuk melaku-
kan upacara pemakaman terhadap salah sa-
tu anggota TRPB yang meninggal dunia dan 
harus menggunakan bendera bintang kejo-
ra.Adanya kartu tanda pengenal dengan 
lambang bintang kejora yang bertuliskan 
TRPB.Adanya kartu anggota TRPB dengan 
pas foto berlatar bendera bintang kejora. 
Adanya tanda pengenal bertuliskan TIM 
1000 TPN/OPM seluruh Papua ketemu Pre-
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siden RI, tujuan meminta penjelasan kronol-
ogis yang sebenarnya arti kata merde-ka. 
Tujuan organisasi TRPB adalah untuk me-
minta kepastian kepada Presiden agar Pa-
pua di merdekakan 

Serangkaian bukti peristiwa dari pu-
tusan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
apa yang dilakukan oleh OPM merupakan 
tindak pidana makar yang dilakukan de-
ngan maksud untuk membawa seluruh atau 
sebagian wilayah negara kebawah keku-
asaan asing atau untuk memisahkan sebagi-
an wilayah negara, yang diatur dalam Pasal 
106 KUHP dapat diketahui unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut: unsur Subjektif met 
het oogmerk atau dengan maksud dan unsur 
objektif yaitu; aanslag atau makar, onder-
nomen atau yang dilakukan, onder vreemde 
heerschappij dengan atau membawa kebawah 
kekuasaan asing, het grondgebied van den staat 
atau wilayah negara, geheel of gedeeltelijk 
dengan seluruh atau sebagian, afscheiden 
atau memisahkan dan een deel daarvan atau 
sebagian wilayah negara. 

Berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 
106 KUHP bahwa para pelaku tindak pidana 
makar yaitu anggota OPM telah dapat di-
persalahkan melakukan makar dimana tin-
dak pidana makar yang dilakukan dengan 
maksud memisahkan sebagian wilayah 
negara. Menurut ketentuan yang diatur da-
lam Pasal 87 KUHP makar itu sendiri telah 
dianggap sebagai telah terjadi yakni segera 
setelah maksud dari para pelaku untuk 
memisahkan sebagian wilayah negara itu 
menjadi nyata dalam bentuk permulaan 
pelaksanaan.  

Pid.B/2011/PN/Wmn para pelaku te-
lah didakwa melakukan tindak pidana mak-
ar pada kasus pengibaran bendera bintang 
kejora yang dilakukan secara bersama-sama, 
maka para pelaku dapat dimintai pertang-
gungjawabannya atas perbuatan yang telah 
dilakukan dimana pada saat itu pelaku tin-
dak pidana makar memiliki waktu yang 
cukup untuk memikirkan dan menentukan 

kehendaknya untuk melakukan tindak pi-
dana makar, terhitung sejak dibentuknya 
tim 1000 TPN/OPM oleh Tabuni dan me-re-
krut masyarakat untuk menjadi anggota tim 
1000 TPN/OPM yang kemudian membahas 
mengenai rencana untuk berangkat ke Jakar-
ta guna bertemu dengan Presiden RI untuk 
mempertanyakan kemerdekaan Papua.  

Penegakan hukum (pidana) apabila di-
lihat dari suatu proses kebijakan, maka 
penegakan hukum pada hakekatnya meru-
pakan penegakan kebijakan melalui bebera-
pa tahap. Pertama, tahap formulasi yaitu 
tahap penegakan hukum in abstracto oleh 
badan pembuat undang-undang. Tahap ini 
dapat juga disebut tahap legislatif. Kedua, 
tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hu-
kum pidana oleh aparat-aparat penegak hu-
kum mulai dari kepolisian sampai ke pen-
gadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut 
tahap kebijakan yudikatif. Ketiga, tahap 
eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum 
pidana secara konkret oleh aparat-aparat 
pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut 
tahap kebijakan eksekutif atau administratif  
(Rianto, 2004).  

Berdasarkan putusan Hakim No. 38/ 
Pid.B/PN.Wmn dalam pertimbangannya 
bahwa para pelaku telah melakukan suatu 
tindak pidana makar sebagaimana bentuk 
tindak pidana makar berdasarkan Pasal 106 
KUHP yaitu unsur dengan maksud supaya 
seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh 
ke tangan musuh atau memisahkan sebagian 
wilayah negara dengan yang lain.  Tindakan 
yang dilakukan oleh OPM diatur dalam 
Pasal 106 KUHP yang unsur-unsurnya ada-
lah sebagai berikut: unsur subjektif: dengan 
maksud dan unsur objektif: Makar yang dil-
akukan membawa kebawah kekuasaan as-
ing wilayah negara dengan seluruh atau se-
bagian guna memisahkan secara penuh dan 
sebagian wilayah negara.  

Terkait dengan putusan dan fakta hu-
kum di persidangan, hakim menerapkan Pa-
sal 106 KUHP terhadap para pelaku yang 
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melakukan tindak pidana makar dengan 
Tindakan yang dilakukan OPM di Kabupat-
en Jayawijaya adalah: pertama; adanya pem-
bentukan Organisasi Tentara Revolusi Pa-
pua Barat (TRPB) yang bermarkas di Mo-
ragame yang di Pimpin oleh Dani yang 
masih dalam pencarian oleh pihak yang ber-
wajib. Kedua; organisasi TRPB mengguna-
kan Bendera Bintang Kejora sebagai bendera 
organisasi. Ketiga; Dani (Pimpinan TRPB) 
melakukan perekrutan orang untuk masuk 
menjadi anggota TRPB.  

Keempat; para terdakwa I Kosay, ter-
dakwa II Kilungga, terdakwa II Wombi, ter-
dakwa IV Miki, terdakwa V Yikwa dan ter-
dakwa VI Meki bergabung menjadi anggota 
TRPB. Kelima; Dani (Pimpinan TRPB) mem-
berikan tanggungjawab kepada para ter-
dakwa. Keenam Para terdakwa mengikuti 
apa yang dikatakan oleh Dani (Pimpinan 
TRPB) untuk melakukan upacara pemaka-
man terhadap salah satu anggota TRPB yang 
meninggal dunia dan harus menggunakan 
bendera bintang kejora. Ketujuh adanya 
kartu tanda pengenal dengan lambang bin-
tang kejora yang bertuliskan TRPB. 

Kedelapan; adanya kartu anggota 
TRPB dengan pas foto berlatar bendera bin-
tang kejora. Kesembilan; adanya tanda pe-
ngenal bertuliskan TIM 1000 TPN/OPM se-
luruh Papua ketemu Presiden RI, tujuan 
meminta penjelasan kronologis yang sebe-
narnya arti kata merdeka. Kesepuluh; tujuan 
organisasi TRPB adalah untuk meminta 
kepastian kepada Presiden agar Papua di 
merdekakan. 

Seseorang dapat dipersalahkan mela-
kukan makar bukan saja karena pelaku telah 
melakukan suatu kejahatan karena tindak 
pidana makar sendiri memang tidak perlu 
selesai karena berdasarkan Pasal 87 KUHP 
makar telah dianggap terjadi segera setelah 
maksud dari para pelaku untuk mem-
isahkan sebagian wilayah negara itu menjadi 
nyata dalam suatu bentuk permulaan pelak-
sanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 
53 KUHP. Dalam membuktikan tindak pi-
dana makar dengan maksud memisahkan 

sebagian wilayah negara hakim melihat bah-
wa pelaku mempunyai suatu kesepakatan 
untuk melakukan tindak pidana makar, se-
bagaimana berdasarkan fakta-fakta di per-
sidangan bahwa tujuan TRPB adalah untuk 
meminta kepastian agar Papua di merdeka-
kan dari Indonesia, disini terlihat usaha-
usaha yang dilakukan OPM untuk mem-
isahkan sebagian wilayah dari NKRI.  

Keadaan ini didukung oleh pern-
yataan saksi fredy, wandikbo, dan Yesala 
yang benar pada pukul 10.00 WIT saksi telah 
melihat para terdakwa memegang bendera 
bintang kejora dan juga mengetahui tujuan 
dari anggota OPM/TRPB adalah ingin mem-
isahkan diri dari NKRI. Objek tindak pidana 
makar yang diatur dalam Pasal 106 KUHP 
adalah integritas wilayah negara dimana 
wilayah negara yang dimaksud adalah wila-
yah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Hakim menerapkan pasal 106 KUHP 
dengan pertimbangan berdasarkan unsur-
unsur yang terdapat dalam Pasal 106 KUHP 
yaitu unsur dengan maksud yang berarti 
adanya maksud pribadi dari para pelakunya 
untuk membawa seluruh atau sebagian wi-
layah negara kebawah kekuasaan asing atau 
untuk memisahkan sebagian wilayah nega-
ra, yang berarti bahwa pelaku tersebut harus 
mempunyai pengetahuan bahwa makar 
yang dilakukannya itu memang telah di-
tujukannya untuk membawa seluruh atau 
sebagian wilayah negara kebawah kekuasa-
an asing atau untuk memisahkan sebagian 
wilayah negara.  

Makar merupakan sebuah serangan 
di-mana objek dalam penyerangan ini ada-
lah kedaulatan atas daerah negara. Hakim 
melihat para pelaku tindak pidana makar 
berusaha memisahkan sebagian daerah dari 
NKRI. Makar dapat menyerang keamanan 
dan keutuhan wilayah negara dimana integ-
ritas suatu negara adalah terciptanya kea-
manan dan keutuhan wilayah negara. Kare-
na itu keamanan dan keutuhan wilayah 
negara adalah wajib dipertahankan. Me-
letakkan wilayah negara kedalam kekuasaan 
musuh itu artinya menyerahkan wilayah ne-
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gara pada kekuasaan asing sedangkan mem-
isahkan wilayah negara adalah memisahkan 
wilayah Papua dan menjadikannya negara 
yang berdiri sendiri. 

Tindakan makar sendiri telah ada un-
dang-undang yang mengatur sebelumnya 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 
KUHP. Berkaitan dengan teori pemidanaan 
yang digunakan dalam penulisan tesis ini 
bahwa pemidanaan sebagai suatu tindakan 
terhadap para pelaku tindak pidana agar 
tidak lagi melakukan tindak pidana yang 
sama. Pemidanaan bukan sebagai upaya ba-
las dendam melainkan sebagai upaya pem-
binaan bagi para pelaku dan sebagai upaya 
pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi 
lagi selain itu juga agar terciptanya kea-
manan dalam masyarakat. Hakim menja-
tuhkan pidana penjara selama 8 tahun bagi 
para pelaku tindak pidana makar.  

Hakim dalam putusannya menjatuh-
kan pidana yaitu Berdasarkan ketentuan Pa-
sal 55 KUHP dapat diketahui bahwa orang 
yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak 
pidana dapat diklasifikasikan atas: Pertama; 
mereka yang melakukan tindak pidana (ple-
gen),kedua; mereka yang menyuruh orang 
lain untuk melakukan tindak pidana (doen 
plegen), ketiga; mereka yang ikut serta mela-
kukan tindak pidana (medeplegen) dan keem-
pat; mereka yang menggerakkan orang lain 
untuk melakukan tindak pidana (uitlokken). 

Hakim dalam putusannya tidak mem-
berikan klasifikasi yang berbeda terhadap 
para pelaku tindak pidana makar, hal ini da-
pat dilihat dengan mendasarkan pada surat 
dakwaan tunggal yang dibuat oleh jaksa 
penuntut umum. Hakim menyimpulkan 
bahwa penyertaan dalam tindak pidana 
makar yang dilakukan oleh para terdakwa 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; 
kerjasama yang disadari diantara para pela-
ku sebagai perwujudan kehendak bersama 
ketika mereka melakukan tindak pidana dan 
para pelaku bersama-sama melakukan selu-
ruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak 

pidana tanpa mempersoalkan siapa yang 
melakukan perbuatan terakhir, sehingga ter-
cipta suatu tindak pidana yang penting para 
pelaku telah melakukan perbuatan pelaksa-
naan. 

Terkait dengan teori pertanggungja-
waban pidana yang digunakan dalam pene-
litian ini bahwa seseorang hanya dapat dibe-
bani tanggungjawab perbuatan yang dilaku-
kan para terdakwa merupakan perbuatan 
melawan hukum. Perbuatan melawan hu-
kum adalah setiap perbuatan yang tidak 
boleh dilakukan baik menurut undang-un-
dang maupun norma-norma/ kaidah-kaidah 
yang hidup di masyarakat baik dalam ben-
tuk perbuatan yang bertentangan dengan 
hak orang lain maupun yang tidak didasari 
oleh suatu hak (Hiariej, 2018). 

Pidana penjara 8 tahun yang dijatuh-
kan oleh hakim terhadap para terdakwa te-
lah sesuai, apabila dikaitkan dengan penda-
pat beberapa ahli, bahwa sekalipun pelaku 
bukan orang yang turut serta, kiranya dapat 
dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pela-
ku disamping pihak-pihak lainnya yang tu-
rut serta atau terlibat dalam tindak pidana 
yang ia lakukan, akan dipidana bersama-
sama dengannya sebagai pelaku (dader), se-
dangkan cara penyertaan yang dilakukan 
dan tanggungjawab terhadapnya juga turut 
ditentukan oleh keterkaitannya dengan tin-
dak pidana yang dilakukan oleh pelaku 
(utama). Karena itu pelaku adalah orang 
yang memenuhi unsur delik termasuk bila 
dilakukan lewat orang lain atau bawahan 
mereka (Muladi, 2010). 

Kaitannya dengan teori pertanggung-
jawaban pidana menentukan bahwa apakah 
para pelaku mampu mempertanggungja-
wabkan perbuatannya atau tidak. Dilihat 
dari sudut terjadinya perbuatan yang dil-
arang, seseorang akan dipertanggungawab-
kan atas tindakan tersebut apabila tindakan 
itu terdapatnya melawan hukum serta tidak 
ada alasan pembenaran. Pertanggungjawa-
ban pidana, setidaknya harus memikirkan 
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tiga hal yakni pertama kemampuan ber-
tanggungjawab dari pelaku yaitu keadaan 
psikis pelaku, kedua adanya hubungan si-
kap batin pelaku dengan perbuatannya, dan 
ketiga adalah ada tidaknya alasan-alasan 
yang menghapuskan pertanggungjawaban 
pelaku. Hakim telah melihat berdasarkan 
fakta-fakta di persidangan bahwa para pela-
ku tindak pidana makar dalam keadaan sa-
dar dan tau bahwa perbuatan yang mereka 
lakukan dapat dipidana dan para pelaku 
juga mampu membedakan hal yang baik 
dan buruk, dimana dalam hal ini para ter-
dakwa mengakui secara terus terang tentang 
perbuatannya dan mengaku bersalah dan 
tidak mengajukan keberatan. 

Hakim dalam penerapannya telah 
mempertimbangkan berdasarkan fakta di 
pengadilan bahwa para pelaku telah me-
menuhi unsur-unsur tindak pidana makar 
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 106 
KUHP dan menjatuhkan pidana penjara 
selama 8 tahun terhadap para pelaku. Kai-
tannya dengan teori pemidanaan adalah tu-
juan pidana adalah untuk membalas kesala-
han para pelaku dan juga dimaksudkan un-
tuk melindungi masyarakat dengan mewu-
judkan ketertiban mengingat tindak pidana 
makar berkaitan dengan stabilitas keamanan 
nasional. 

Hakim dalam memutus perkara tindak 
pidana makar harus mengacu pada kepas-
tian hukum dimana peraturan yang dibuat 
dan diundangkan secara pasti karena me-
ngatur secara jelas dan logis dan tidak men-
imbulkan keragu-raguan sehingga tidak me-
nimbulkan konflik yang ditimbulkan dari 
ketidakpastian. Penegakan hukum yang 
berkeadilan adalah hukum harus menjamin 
keadilan, dan kepastian hukum dan berupa-
ya untuk melaksanakan, menerapkan, mem-
pertahankan dan menegakkan hukum da-
lam bentuk perundang-undangan dengan 
menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai 
tujuan utama hukum dengan tetap mem-
berikan jaminan adanya kepastian hukum 
dan bermanfaat bagi masyarakat. 

4. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
kebijakan hukum pengaturan tindak pidana 
makar di Indonesia dapat dilihat dalam be-
berapa fase-fase yang pernah dialami Indo-
nesia. Pengambil kebijakan adalah sejalan 
dengan amanat Undang_Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak bertentangan. Hal demikian dijalankan 
untuk menjamin sesuai Pasal 28 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yaitu, “Kemerdekaan berserikat 
dan berkumpul mengeluarkan pikiran de-
ngan lisan dan tulisan dan sebagainya di-
tetapkan dengan Undang-Undang” Hal ini 
merujuk pada keadilan bagi warga negara 
dalam proses berbangsa dan bernegara da-
lam mengemukakan pendapatnya, sehingga 
muncul keseimbangan antara pengaturan 
tindak pidana makar dalam kejahatan ter-
hadap keamanan negara dengan keadilan 
yang didapat warga negara. 

Oleh karena itu, Indonesia sebagai ne-
gara hukum memerlukan instrumen  hukum 
pengaturan tindak pidana makar dalam pe-
laksanaan pemerintahan di Indonesia. Me-
ngingat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1945 menyatakan “Segala Warga Nega-
ra bersamaan kedudukannya dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya”. Separatisme merupakan 
bentuk dari tindakan makar dimana makar 
merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 
yaitu aanslag yang diartikan oleh beberapa 
ahli sebagai serangan, kekerasan, ataupun 
upaya yang bersifat konkret. Dua elemen 
penting yang menjadi ukuran dalam arti 
makar yaitu niat dan permulaan pelaksa-
naan. Beberapa ahli pendapat bahwa makar 
adalah percobaan membunuh Presiden 
dan/atau Wakil Presiden yang mengacu 
pada Pasal 104 KUHP. Makar diatur dalam 
Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan Pasal 140 
KUHP. Delik ini merupakan delik formil, di 
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mana tidak perlukan akibat yang diatur da-
lam Pasal tersebut cukup dengan dibuktikan 
adanya niat, dan perbuatan pelaksanaan 
sebagaimana dikatakan dalam Pasal 87 dan 
Pasal 53 KUHP. Tindakan para anggota 
OPM tersebut telah memenuhi unsur yang 
terdapat dalam Pasal 106 KUHP yaitu makar 
yang dilakukan dengan maksud untuk 
membawa seluruh atau sebagian wilayah 
negara kebawah kekuasaan asing atau untuk 
memisahkan sebagian wilayah negara. 

Pertanggungjawaban pidana para pe-
laku tindak pidana makar yang dilakukan 
oleh OPM adalah pertanggungjawaban seca-
ra bersama-sama berdasarkan Pasal 106 
KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu 
mereka yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan, dan turut melakukan tindak pi-
dana itu. Penerapan hukum pidana terhadap 
tindak pidana makar yang dilakukan oleh 
OPM di Kabupaten Jayawijaya, para ter-
dakwa terbukti melanggar Pasal 106 Jo. 
Pasal 55 ayat (1) keKUHP yaitu melakukan 
tindak pidana makar secara bersama-sama 
dengan pidana penjara selama 8 tahun kepa-
da masing-masing pelaku tindak pidana 
makar. 

Untuk pengaturan tindak pidana mak-
ar di Indonesia yang diatur dalam KUHP se-
baiknya dituangkan apa itu definisi makar 
dalam satu pasal sehingga tidak banyak 
yang multitafsir terlebih soal perbuatan per-
mulaan pelaksanaan dengan unsur percoba-
an.  Kebijakan hukum terhadap tindak pi-
dana makar di Indonesia ini harus dijadikan 
langkah dalam penentu kebijakan dalam 
menentukan pembaharuan dalam hukum 
pidana ke depannya, khususnya terkait de-
ngan tindak pidana makar.  Pertanggungja-
waban para pelaku terhadap tindakan mak-
ar oleh anggota OPM selama 8 tahun telah 
sesuai, namun untuk pimpinan OPM yang 
masih dalam daftar pencarian pihak yang 
berwajib seharusnya diberikan hukuman 
yang lebih berat, karena pemimpin OPM 
yang lebih mengetahui segala tindakan-tin-

dakan yang akan dilakukan terutama yang 
mengarah kepada tindakan makar. Diha-
rapkan untuk kedepannya hakim dalam me-
mutus pelaku tindak pidana makar dapat 
melihat sejauh mana peranan masing-ma-
sing pelaku tindak pidana makar. 
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